
ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

 

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota disebutkan bahwa 
salah satu kewenangan PPID adalah menolak permintaan Informasi Publik dengan 
menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon 
termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia dengan memperhatikan masukan 
Tim Pertimbangan. 


